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Peningkatan kasus pencurian yang menggejala dalam lingkup Kota Makassar, merupaka 
fenomena sosial yang baru, yang merupakan akibat dari meningkatnya teknologi dan informasi. 
Namun, hal ini sangat merugikan bagi korban yang mengalami kasus tersebut. Karena itu, perlu 
analisis hokum yang disesuaikan dengan kondisi Kota Makassar, hal ini karena kondisi hokum 
dalam setiap daerah berbeda-beda. 
Perkembangan kondisi tersebut dianalisis secara yuridis dan sosiologis dari persfektif 
kriminologi sosial dalam melihat bagaimana hal itu terjadi. Olehnya itu, kerangka yuridis dan 
sosiologis ini merupakan landasan dalam memahami perilaku pencurian. 
Dalam upaya memahaminya, perlu penelitian yang lebih baik. Olehnya itu, penulis 
menggunakan metode dalam penelitian ini. Selain sebagai upaya menemukan kebenaran objektif 
juga sebagai persyaratan ilmiah penulisan. Metodologi yang lebih ditekankan dan memiliki 
posisi yang penting adalah penelitian yang menggunakan analisis induktif namun, tidak 
mengesampingkan hasil-hasil yang deduktif. 
Hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa persoalan pencurian kendaraan 
bermotor di Makassar merupakan persoalan yang dipicu oleh masalah ekonomi. Namun, dalam 
hasil yang lebih lanjut ditemukan pula kondisi lingkungan yang mempengaruhi hal itu terjadi 



















A. Latar Belakang Masalah 
Pembagunan nasional yang dituangkan dalam GBHN, merupakan implementasi 
kehendak rakyat, yang berorentasi pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, secara 
terencana dan terarah, sehingga pada gilirannya pembagunan dalam berbagai upaya 
pembangunan yang memiliki keterikatan, dalam menjalankan amanah Undang-Undang 
Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dilaksanan menuju 
masyarakat yang adil dan makmur. 
Pembagunan hukum merupakan suatu kewajiban pemerintah, yang mendapat 
berbagai hambatan, sehingga upaya penyadaran hukum kepada masyarakat perlu 
ditingkatkan. Tanpa ada upaya yang baik akan berakhir dengan sebuah kenistaan dimana 
terdapat sebuah kondisi masyarakat yang amburadul. Untuk itu hukum dijadikan sebagai 
panglima dalam mengatur berbagai gerak dinamika masyarakat. 
Menurut Soerjono Soekanto
1
 “bahwa hukum dan penegakan hukum merupakan 
sebagaian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika di abaikan 
akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang di harapkan.” 
Obyektivitas penegakan hukum terasa masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini 
dapat dilihat dari peradilan yang tidak jujur, hakim-hakim yang terkontaminasi oleh kondisi 
perilaku pemerintahan yang tidak konsisten, pengacara yang mengerjai rakyat, adalah 
akumulasi ketidakpercayan rakyat terhadap lembaga yudikatif. Di dalam menjalankan 
perannya sebagai pelindung, pengayom rakyat, yang berdampak pada tatanan kehidupan 
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 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), h. 2. 
masyarakat yang tidak menganggap hukum sebagai jaminan keselamatan di dalam interaksi 
sesama masyarakat. 
Berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntunan akan perubahan, yang dikenal 
dengan reformasi, tampak di berbagai lapisan masyarkat dari tingkat atas sampai bawah 
terjadi penyimpangan hukum. Pembagunan masyarakat hukum madani ( Civil society ) 
merupakan tatanan hidup masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap nilai-niali hukum. 
Akan tetapi dalam perjalanan ( Transisi ) perubahan terdapat sejumlah ketimpangan hukum 
yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat. 
Pencurian, misalnya dibentuk dari tingkat dan klasifikasi pencurian yang bermula 
dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap 
pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal. Dalam sejarah 
peradabab manusia pencuruian ada sajak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-
benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan,dan ketidakpemilikan cenderung 
membuat orang berbuat menyimpang ( pencurian). Pencurian dilakukan dengan berbagai 
cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan pola 
yang lebih lihai. Hal ini dapat terlihat dimana-mana dan cenderung luput dari jeratan hukum 
Kecenderungan melakukan pencurian dengan delik apapun sering dilakukan, 
naman dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu terentu, yaitu melibatkan 
kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalm melakukan aksi 
operandinya. Dari beberapa pengamatan terhadap kasus-kasus tampak bahwa kejadin 
pencurian yang sangat rawan (rentan ) terhadap perilaku pencurian adalah diwaktu malam 
hari, sehingga hampir setiap saat di waktu  malam seluruh komponen masyarakt cendrung 
menyiapkan berbagai cara untuk mengatasi atau meminimalkan peluang pencuruian, untuk 
itu dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam ronda-ronda malam (jaga malam) ini 
memberikan indikasi bahwa peluang pencurian dan sasaran waktu yang dipilh oleh 
komplotan atau individu di dalam melakukan aksi pencurian dilakukan malam hari, sehingga 
dapatlah diindikasikan wakru malam mimiliki potensi pencurian yang sangat tinggi 
dibandingkan dengan waktu-waktu lain, sementara aktivitas pencurian yang dilakukan 
memiliki kecenderungan berkelompok yang dibentuk untuk menyusun aktivitas pencurian. 
Pencurian merupakan tindkan kriminalitas, yang sangar menganggu kenyamanan 
rakyat. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakkan hukum, Sehinnga 
terjalin kerukanan. Kemiskinan yang banyak mempengaruhi pencurian adalah kanyataan 
yang terjadi di tengah masyarakt,ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang  makin 
meningkat ditengah kondiasi obyektif pelaku dalam melakukan aktivitasnya, kondisi ini 
dapat berdampak pada berbagi aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan 
pelaku tersebut, namun sejumlah aktivitas itu dapat memberikan nilai positif dalam 
membagun masyarakat yang taat hukum. 
Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat 
menganggu keamanan dan ketertiban mayarakat di kota makassar adalah pencurian 
kendaraan bermotor. Berbagai bentuk kejahatan ini, tertutupi dengan berbagai macam model 
atau trik yang dilakukan dalam upaya menghindari delik tuduhan yang berpotensi diarahkan 
kepadanya. Hal tersebut sebagaimana yang menimpa beberapa keluarga yang saling bersaksi 
untuk melindungi yang lain
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Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP,buku ke-2 titel XXII mulai 
dari pasal 362 sampai pasal 367 KUHP disebutkan bahwa bentuk pokok delik pencurian 
kendaraan bermotor roda dua merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda 
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“Barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan 
orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan 
hukum, dihukum karena melakukan pencurian dengan hukuman penjara 
selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam 
puluh ribu”. 
 
Adapun dalam melihat persoalan pencurian melalui kecamata KUHAP yang 
dikemukakan di atas, ada beberapa unsur yang mesti dipersyaratkan yaitu sebagai berikut: 
1. Unsur Obyektif : 
- Mengambil 
- Barang 
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain 
2. Unsur Subyektif : 
- Dengan maksud 
- Untuk memiliki 
- Secara melawan hukum 
Dari pemberitaan di barbagai media massa, baik itu media elektronik maupun 
media cetak, dapat di ketahui bahwa berita mengenai pencurian kendaraan bermotor roda 
dua bukan saja menarik perhatin, tetapi juga mengusik rasa aman sekaligus mengundang 
sejumlah pertanyan apa yang berlangsung di masyarakat. Demikian pula halnya di kota 
Makassar yang mana di daerah tersebut penulis mengambil tempat lokasi penelitian sebab 
dari hasil pantauan penulis masih sering terjadi pencurian kendaraan bermotor roda dua. 
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 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP. 
Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai pengaruh 
atau faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian kendaraan beromtor roda dua serta 
upaya-upaya penanggulangannya.  
B. Rumusan masalah 
Berdasarkan latar belakang maslah tersebut maka yang menjadi permasalahan 
dalam skripsi adalah berikut :  
1. Apakah yang menyebabkan tejadinya tindak pidana kendaraan bermotor roda dua di kota 
Makassar? 
2. Bagaimana upaya polisi dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor 
roda dua di kota Makassar? 
C. Hipotesis 
Bertolak dari rumusan masalah di atas maka penulis memberikan jawaban 
sementara dari sub pokok permasalahan yang aakan di bahas lebih spesifik dalam 
pembahasan berikut yaitu : 
1. Yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian kandaraan bermotor yaitu dari 
faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan 
2. Sejauh ini, upaya polisi adalah dengan memaksimalkan berbagai upaya dalam 
menanggulangi kejahatan curanmor 
D. Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup Pelitian 
Untuk memudahkan pemahaman isi skripsi, maka penulis menguraikan beberapa 
kata dan kalimat yang dianggap penting dalam judul “ Penanggulangan Tindak Pidana 
Pencurian Kendaraan Roda Dua Di Wilayah Makassar “ Sebagai berikut : 
1. Pencurian adalah mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain 
dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan cara melanggar  hukum.
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2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana 




3. Motor adalah alat untuk mengadakan kekuatan penggerak ( dengan jalan Mesin)6 
Dari beberapa defenisi operasional yang dipaparkan di atas, dapat membantu 
penulis dalam menjelaskan kepada pembaca mengenai maksud dari judul yang penulis 
angkat di atas. Bahwa pada dasarnya yang penulis maksudkan dengan tindak pidana 
pencurian kendaraan bermotor adalah larangan secara hokum mengambil barang dalam hal 
ini mesin penggerak beroda dua secara tidak sah. 
E. Tinjauan Pustaka 
Masalah yang akan di kaji dalam skripsi ini yaitu : Penaggulangan Tindak Pidana 
Pencurian kendaraan roda dua di wilayah  Makassar mungkin banyak literature yang 
membahas tentang pencurian roda dua, tapi belum ada literature yang membahas secara 
khusus tentang judul skripisi ini , maka penulis menggunakan dan beberapa literature yang 
masih berkaitan dengan pembahasan yang di maksud di antaranya adalah sebagai berikut : 
1. Karya Moeijatno yang berjudul asas-asas hukum pidana di sini di jelaskan tentang 
perbuatan harus ada unsur-unsur yaitu : 
 Perbuatan ( manusia ) 
 Memenuhi rumusan dalam undang-undang ( Syarat Formil ) 
 Bersifat melawan hukum ( Syarat materil ) 
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 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP. 
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 Moeijatno Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta : Bina Aksara, 2002) h. 54. 
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 Kamus Bahasa Indonesia-Penerbit “Terbit Terang” Surabaya h. 258 
Adapun perbedaan dari tulisan penulis dengan buku tersebut adalah bahwa dalam tulisan 
tersebut penjelasan hokum pidana bersifat umum, sedangkan dalam tulisan ini penjelasan 
lebih mengkhusus pada tindak pidana atas pencurian kendaraan bermotor. 
2. Karya Soerjono Soekanto, Hartono Widodo Chalim dan Suyanto disini dijelaskan 
bagaimana penanggulangan pencurian kendaraan bermotor dari segi krimologisnya. 
Walaupun penjelasan yang dikemukakan oleh soerjono soekanto di atas mengkhusus 
pada kendaraan bermotor, tapi tidak mengklasifikasi tempat dan mengklasifikasi 
pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kriminologisnya, sementara dalam tulisan 
ini, lebih menekankan objek tempat yakni Kota Makassar. 
3. Karya Ahmad Ali yang berjudul kajian mejelajahi kajian empiris terhadap hukum,disini 
dijelaskan budaya hukum atau kultur hukum adalah berbicara tentang sikap, kebiasaan, 
ide-ide masyarakat dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Konsepsi yang 
dipaparkan oleh Ahmad Ali tersebut akan penulis jadikan sebagai kajian terhadap konsep 
sosial hokum dalam konteks Makassar. Adapun perbedaan antara tulisan ini dengan 
tulisan Ahmad Ali tersebut adalah penjelasan yang dikemukakan oleh Ahmad Ali bersifat 
konsepsi sedangkan penjelasan dalam tulisan ini merinci pokok persoalan pemidanaan 
terhadap pencurian dalam kontek Makassar. 
4. Karya Soerjono Soekanto yang berjudul , pengantar penelitian hukum, disini di jelaskan 
bahwa hukum dan penegakan hukum yang tidak bisa di abaikan karena jika di abaikan 
menyebabkan tidak tercapinya penegakan hukum yang di harapkan. Sehingga produk 
hukum yang harus tetap di dukung oleh penegak hukum demi terciptnya proses 
penegakan hukum yang di cita-citakan bersama. Sementara itu, sifat dari karangan di atas 
adalah memperjelas eksistensi hokum sehingga membutuhkan pembuktian-pembuktian 
empiris dan fragmatis sehingga dapat diakui kebenarannya. Buku di atas akan penulis 
jadikan sebagai referensi dalam menjelaskan berbagai metode yang akan penulis gunakan 
dalam menganalisis penelitian ini. Adapun perbedaan dengan tulisan ini adalah tulisan di 
atas bersifat konsepsi tentang metode penelitian hokum sementara penelitian ini lebih 
pada penerapan metode tersebut. 
5. Karya Samsudi S.H yang berjudul pencurian dan kekerasan dalam tindak pidana 
pencurian, yang menjelaskan tentang opini masyarakat yang berkembang ketika terjadi 
pencurian. Beberapa fakta pun diungkapkan oleh penulis buku tersebut, akan tetapi kajian 
yang dianut oleh tulisan tersebut lebih pada upaya penjelasan seputar tindak pidana 
tersebut, sedangkan dalam tulisan ini, lebih menjabarkan pada berbagai metode 
pemidanaan dan sanksi seputar tindak pidana pencurian. 
6. Tabah Anton. Menatap Mata Hati polisi Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia 
Utama Varma, sp. 2003. Buku ini menjelaskan tentang komitmen penegakan hukum oleh 
aparat kepolisian dengan berbagai interkoneksitasnya dengan kondisi masyarakat, di 
mana dalam melihat kondisi bermasyarakat sering ditemukan adanya pelanggaran hak-
hak warga yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Adapun perbedaan antara tulisan 
tersebut dengan tulisan ini adalah dalam tulisan ini yang dibedah adalah sejauhmana 
tindakan kepolisian dalam Kota Makassar dalam menanggulangi tindak pidana pencurian 
kendaraan bermotor. 
7. C.Soemaryono, SH. Etika profesi hukum (norma-norma bagi penegak hukum) 
Jakarta:kanisius.1995. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana polisi akan bergerak 
melaksanakan berbagai peraturan yang harus dijalankannya agar dapat berjalan dengan 
berbagai kaidah yang ada  secara normative dan sesuai dengan keinginan masyarakat, 
sehingga dengan norma tersebut diharapkan pelanggaran terhadap hak-hak azasi manusia 
dapat diminimalisir. Buku tersebut menjadi referensi penulis dalam memahami situasi 
polisi dalam menegakkan hokum dan peraturan yang berkembang di tengah-tengah 
masyarakat, sehingga dapat diketahui langkah polisi dalam menertibkan pelaksanaan 
peraturan. Adapun perbedaan dengan tulisan ini adalah dalam tulisan ini, penjelasan lebih 
mengkhusus pada sejauhmana tindakan polisi dalam lingkup Kota Makassar dalam 
menanggulangi tindak pidana pencurian. 
8. Amiruddin, S. H dalam bukunya yang berjudul pengantar metode penelitian hokum yang 
menjelaskan tentang eksistensi hokum dan berbagai kaidah yang dibutuhkan dalam 
memahami. Sesuai dengan penelitian hokum yang dikarang oleh Soerjono Soekanto di 
atas, buku inipun bersifat konsepsional dan berbeda dengan tulisan yang akan penulis 
pada penerapannya. 
9. Wiyono dalam bukunya pembahasan undang-undang tindak pidana korupsi yang 
menganalisis berbagai persoalan dalam hal korupsi dengan menggunakan berbagai ragam 
analisis. Berbagai ragam dan analisis yang telah dipaparkan dalam buku tersebut akan 
penulis jadikan referensi dalam hal metodologi menganalisis persoalan tindak pidana dan 
mencoba memahami kerangka umum persoalan pemidanaan. Adapun perbedaan antara 
buku tersebut dengan tulisan penulis ini adalah buku tersebut lebih membahas persoalan 
korupsi dengan berbagai analisisnya sedangkan dalam tulisan ini lebih menekankan 
persoalan penanggulangan pencurian dalam lingkup Kota Makassar. 
10. Muhammad Fauzi dalam bukunya agama dan realitas sosial: renungan dan jalan menuju 
kebahagiaan menjelaskan tentang benturan moralitas yang dibawa oleh agama dan 
realitas sosial dalam masyarakat. Perbedaannya dengan tulisan ini ada pada kajiannya 
yang lebih mengarah pada persoalan agama sedangkan tulisan ini kajiannya berusaha 
untuk integrative dan multidisipliner. 
11. Sabri Samin dalam bukunya Pidana Islam dalam Politik hukum di Indonesia: 
Eklektisisme dan Pandangan Non-Muslim, dalam buku tersebut, penjabaran dari penulis 
buku tersebut adalah persoalan pemidanaan yang diketengahkan oleh penulisnya yang 
dikaji dalam perpektif Islam, sehingga dapat dijadikan referensi dalam memahami 
pemidanaan dalam kasus pencurian. Adapun perbedaannya dengan tulisan ini adalah 
dalam buku tersebut pokok persoalan yang dikupas adalah pidana Islam, sedangkan 
dalam tulisan ini, pokok persoalan yang diungkap adalah perlakuan dan penanggulangan 
tindak pidana pencurian dalam perspektif hokum positif dalam konteks Makassar. 
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian dalam skripsi 
adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor roda 
dua di kota Makassar 
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang di lakukan oleh para penegak hukum dan 
masyarakat dalam menaggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua di 
kota Makassar 
Kegunaan penilitin ini adalah :  
1. Memberikan masukan atau konstribusi kepada pemerintah dan masyarakat dalam 
menaggulangi pencurian kendaraan bermotor roda dua 
2. Sebagai bahan masukan kapada Mahasiswa Fakultas Hukum dalam penelitian 
G. Metode Penilitian 
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode penilitian dalam 
penyusunan, diantaranya : 
a. Metode Pendekatan 
1. Pendekatan empiris 
Pendekatan empiris, yaitu penulisan skripsi ini mengambil dari kenyataan yang ada. 
Baik melalui media massa cetak yang ada pada masa sekarang. 
 
 
2. Pendekatan Yuridis 
Pendekatan yuridis dimaksudkan sebagai sebuah pendekatan yang penulis lakukan 
dalam melihat fenomena pencurian dengan melihat beberapa peraturan perundang-
undangan yang ada. 
3. Pendekatan Sosiologis 
Pendekatan sosiologis, adalah dengan melihat kondisi sosiologis masyarakat tempat 
pelaku pencurian. 
b. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh polisi dalam lingkup Polresta 
Makassar pasca penyederhanaan institusi kepolisian. Populasi tersebut merupakan 
keseluruhan objek yang akan diketahui dalam penelitian ini. Adapun jumlah dari populasi 
adalah 145 orang dari seluruh jenis kepangkatan 
Adapun sampel dalam penelitian ini adalah objek yang dipilih untuk melakukan 
proses interaksi dalam menemukan data berdasarkan pada instrument penelitian yang 
telah disiapkan. Adapun jumlah dari sampel adalah 15 orang dengan penentuan 
menggunakan sistem acak dari berbagai macam kepangkatan. 
c. Instrumen Penelitian 
Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa instrumen 
penelitian sebagai berikut: 
1. Menggunakan Quisioner untuk mengetahui upaya aparat dalam menghentikan 
segala upaya dari para pelaku curanmor dan akibat dari upaya tersebut. 
2. Menyiapkan lembar observasi untuk mengetahui kelengkapan administrasi, infra 
struktur, dan berbagai keperluan dalam menangani kasus curanmor. 
3. Lembar Tanya-jawab dibuat sebagai dasar untuk mengetahui data kualitatif dan 
selanjutnya dalam proses diskusi tersebut akan dikembangkan dengan beberapa 
pertanyaan sesuai dengan perkembangan diskusi. 
d. Metode Pengumpulan data 
Dalam mengumpulkan data penelitian, penulis akan melakukan berbagai teknik 
pengumpulan, sebagai berikut: 
1. Teknik observasi 
Dalam teknik ini, dibuat lembaran observasi dalam bentuk tabel untuk 
mengetahui kondisi umum lokasi penelitian dan kelengkapan yang sifatnya 
instrumental dari objek yang akan diketahui variabel atau secara sederhana, teknik 
ini adalah dengan melihat kelengkapan variabel bagi pelaksanaan sanksi yang 
akan diterapkan kepolisian. 
2. Teknik lembaran Tanya-jawab 
Teknik ini adalah untuk mengetahui data-data yang sifatnya kualitatif, yang 
dilakukan dengan mengemukakan serangkaian pertanyaan yang akan diajukan 
kepada pihak-pihak yang akan diteliti. 
3. Teknik Quisioner 
Teknik ini adalah dengan memberikan quisioner/pertanyaan yang terarah untuk 
mengetahui berbagai persoalan yang berkaitan dengan pokok-pokok penelitian 
secara kronolog/runtut. 
e. Analisis data 
Dalam menganalisis data yang telah didapatkan, penulis akan membagi data 
dalam dua kelompok yakni mengelompokkan data-data yang sifatnya kualitatif untuk 
kemudian dijelaskan secara langsung ke dalam tulisan skripsi dan data yang sifatnya 
kuantitatif yang akan dianalisis dengan menggunakan rumus normative pengelolaan data 
sederhana, sebagai berikut: 
A = F/n x 100 % 
Hasil yang didapatkan dari rumusan di atas akan diklasifikasikan dan dijelaskan 
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D. Polisi Sebagai Penegak Hukum 
Pada dasarnya polisi sebagai penegak hokum merupakan pengayom dan pelindung 
masyarakat. Hal ini tertuang dalam UU kepolisian No. 5 tentang tujuan POLRI. Jadi 
kepolisian adalah pengayom masyarakat dalam melaksanakan aktivitas dan tujuannya. 
Sebagai pengayom masyarakat, Polri tentunya melakukan serangkaian upaya dalam 
mensistematiskan tujaun tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menegakkan 
hokum dan peraturan yang berlaku. 
Dalam upaya ini, POLRI tentunya membutuhkan dukungan dan partisipasi semua 
pihak demi menjaga keamanan bersama. Upaya ini akan terus menjadi kerangka legalitas 
POLRI dalam menjaga pelaksanaan tujuannya dan mempertahankan eksistensinya di 
tengah-tengah masyarakat. Berikut ini akan penulis paparkan mengenai struktur dan sejarah 
Polisi: 
1. Struktur Kepolisian 
Kemandirian Polri diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 
sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara arif sebagai 
tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan 
masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan nasional kearah masyarakat madani yang 
demokratis, aman, tertib, adil dan sejahtera. Kemandirian Polri dimaksud bukanlah untuk 
menjadikan institusi yang tertutup dan berjalan serta bekerja sendiri, namun tetap dalam 
kerangkan ketata negaraan dan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh 
termasuk dalam mengantisipasi otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang No.22 tahun 
1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan 
keuangan antara pusat dan daerah. Pengembangan kemampuan dan kekuatan serta 
penggunaan kekuatan Polri dikelola sedemikian rupa agar dapat mendukung pelaksanaan 
tugas dan tanggung jawab Polri sebagai pengemban fungsi keamanan dalam negeri. Tugas 
dan tanggung jawab tersebut adalah memberikan rasa aman kepada negara, masyarakat, 
harta benda dari tindakan kriminalitas dan bencana alam. Upaya melaksanakan kemandirian 
Polri dengan mengadakan perubahan-perubahan melalui tiga aspek yaitu:  
 Aspek Struktural: Mencakup perubahan kelembagaan Kepolisian dalam Ketata 
negaraan, organisasi, susunan dan kedudukan. 
 Aspek Instrumental: Mencakup filosofi (Visi, Misi dan tujuan), Doktrin, 
kewenangan,kompetensi, kemampuan fungsi dan Iptek. 
 Aspek kultural: Adalah muara dari perubahan aspek struktural dan instrumental, 
karena semua harus terwujud dalam bentuk kualitas pelayanan Polri kepada 
masyarakat, perubahan meliputi perubahan manajerial, sistem rekrutmen, sistem 
pendidikan, sistem material fasilitas dan jasa, sistem anggaran, sistem operasional.  
Berkenaan dengan uraian tugas tersebut, maka Polri akan terus melakukan 
perubahan dan penataan baik di bidang pembinaan mau pun operasional serta pembangunan 
kekuatan sejalan dengan upaya Reformasi 
2. Sejarah polri 
Lahir, tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan 
kemerdekaan Republik Indonesia sejak Proklamasi. Kemerdekaan Indonesia, Polri telah 
dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan 
ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran 
melawan penjajah dan berbagai opersai militer bersama-sama satuan angkatan bersenjata 
yang lain. Kondisi seperti ini dilakukan oleh Polri karena Polri lahir sebagai satu-satunya 
satuan bersenjata yang relatif lebih lengkap. Hanya empat hari setelah kemerdekaan, 
tepatnya tanggal 21 Agustus 1945, secara tegas pasukan polisi segera memproklamirkan diri 
sebagai Pasukan Polisi Republik Indonesia dipimpin oleh Inspektur Kelas I (Letnan Satu) 
Polisi Mochammad Jassin di Surabaya, langkah awal yang dilakukan selain mengadakan 
pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga 
membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan 
bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Tanggal 29 
September 1945 tentara Sekutu yang didalamnya juga terdapat ribuan tentara Belanda 
menyerbu Indonesia dengan dalih ingin melucuti tentara Jepang. Pada kenyataannya 
pasukan sekutu tersebut justru ingin membantu Belanda menjajah kembali Indonesia. Oleh 
karena itu perang antara sekutu dengan pasukan Indonesiapun terjadi dimana-mana. 
Klimaksnya terjadi pada tanggal 10 Nopember 1945, yang dikenal sebagai "Pertempuran 
Surabaya". Tanggal itu kemudian dijadikan sebagai hari Pahlawan secara Nasional yang 
setiap tahun diperingati oleh bangsa Indonesia Pertempuran 10 Nopember 1945.di Surabaya 
menjadi sangat penting dalam sejarah Indonesia, bukan hanya karena ribuan rakyat 
Indonesia gugur, tetapi lebih dari itu karena semangat heroiknya mampu menggetarkan 
dunia dan PBB akan eksistensi bangsa dan negara Indonesia di mata dunia. Andil pasukan 
Polisi dalam mengobarkan semangat perlawanan rakyat ketika itupun sangat besar.dalam 
menciptakan keamanan dan ketertiban didalam negeri, Polri juga sudah banyak disibukkan 
oleh berbagai operasi militer, penumpasan pemberontakan dari DI & TII, PRRI, PKI RMS 
RAM dan G 30 S/PKI serta berbagai penumpasan GPK. Dalam perkembangan paling akhir 
dalam kepolisian yang semakin modern dan global, Polri bukan hanya mengurusi keamanan 
dan ketertiban di dalam negeri, akan tetapi juga terlibat dalam masalah-masalah keamanan 
dan ketertiban regional maupun internasional, sebagaimana yang di tempuh oleh kebijakan 
PBB yang telah meminta pasukan-pasukan polisi, termasuk Indonesia, untuk ikut aktif 
dalam berbagai operasi kepolisian, misalnya di Namibia (Afrika Selatan) dan di Kamboja 
(Asia). 
Pergeseran paradigma pengabdian Polri yang sebelumnya cenderung digunakan 
sebagai alat Penguasa kearah mengabdi bagi kepentingan masyarakat telah membawa 
berbagai implikasi perubahan yang mendasar. Salah satu perubahan itu adalah perumusan 
kembali perannya sesuai Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 yang menetapkan Polri 
berperan selaku pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, serta pelindung, pengayom dan 
pelayan masyarakat. 
Arah kebijakan strategi Polri yang mendahulukan tampilan selaku pelindung, 
pengayom dan pelayan masyarakat dimaksud bahwa, dalam setiap kiprah pengabdian 
anggota Polri baik sebagai pemelihara Kamtibmas maupun sebagai penegak hukum haruslah 
dijiwai oleh tampilan perilakunya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, 
sejalan dengan paradigma barunya yang mengabdi bagi kepentingan masyarakat. 
 
 
E. Jenis-Jenis Tindakan Kriminal  
Persoalan kriminalitas merupakan persoalan yang sangat pelik untuk didiskusikan, 
karena persoalan kriminalitas merupakan persoalan yang selalu ada dalam setiap waktu, 
tempat dan berbagai kesempatan dan dihadirkan oleh manusia yang berperangai buruk. 
Dalam beberapa penjelasan, kriminalitas disamakan dengan kejahatan. Berikut ini kutipan 
dari Rahmat tentang kriminalitas 
Crime is the breach of rules or laws for which some governing 
authority (via mechanisms such as legal systems) can ultimately 
prescribe a conviction. Individual human societies may each define crime 
and crimes differently. While every crime violates the law, not every 
violation of the law counts as a crime; for example: breaches of contract 
and of other civil law may rank as "offences" or as "infractions". Modern 
societies generally regard crimes as offenses against the public or the 




Kejahatan adalah pelanggaran aturan yang ditentukan oleh hukum 
yang mengatur beberapa kewenangan (melalui mekanisme seperti sistem 
hukum) yang akhirnya bisa memberi keyakinan. Dalam komunitas 
masyarakat sosial mereka masing-masing mendefinisikan kejahatan 
dengan cara  berbeda. Sementara itu, setiap kejahatan melanggar hukum, 
tidak setiap pelanggaran hukum dianggap sebagai kejahatan, misalnya: 
pelanggaran kontrak dan hukum sipil lainnya dapat peringkat sebagai 
"kejahatan" atau sebagai "pelanggaran". masyarakat modern umumnya 
menganggap sebagai tindak kejahatan terhadap masyarakat atau negara, 
dibedakan dari ganti rugi. 
Jadi, kriminalitas atau tindak kriminal dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang 
melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut seorang 
kriminal.
8
 Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, 
atau teroris.
9
 Walaupun begitu kategori terakhir, teroris, agak berbeda dari kriminal karena 
melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif politik atau paham. 
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Dalam mendefinisikan kejahatan, ada beberapa pandangan mengenai perbuatan 
apakah yang dapat dikatakan sebagai kejahatan. Definisi kejahatan dalam pengertian yuridis 
tidak sama dengan pengertian kejahatan dalam kriminologi yang dipandang secara 
sosiologis. 
Secara yuridis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar 
undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal.
10
 Secara kriminologi 
yang berbasis sosiologis kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan 
masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang 
mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.
11
 Reaksi sosial tersebut dapat berupa reaksi 
formal, reaksi informal, dan reaksi non-formal 
Kejahatan dilihat definisi normatif sebagai perilaku menyimpang yang melanggar 
norma-norma yang berlaku, standar budaya dan aturan yang mengatur bagaimana 
manusia harus bersikap normal.
12
 Pendekatan ini mempertimbangkan realitas kompleks 
sekitar konsep kejahatan dan berusaha untuk memahami bagaimana mengubah kondisi 
sosial, politik, psikologis, dan ekonominya yang dapat mempengaruhi perubahan definisi 
kejahatan dan bentuk penegakan, hukum-hukum, dan tanggapan pidana yang dilakukan 
oleh masyarakat. 
Sebelum membahas jenis tindakan kriminal, penulis akan menjelaskan sebab-
sebab terjadinya kriminalitas itu sendiri. Sebab –sebab terjadinya kriminalitas adalah 
bermacam-macam . Walaupun secara jelas belum didapat suatu teori tentang sebab-sebab 
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kejahatan, namun ada beberapa sebab yang dapat disaksikan dalam kehidupaan sehari-
hari, yang sedikit banyaknya mempunyai korelasi dengan frekuensi kejahatan. Factor-
faktor tersebut dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu: 
a. Kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hal-hal yang merugikan hidup 
manusia. Kemiskinan yang meluas dan pengangguran,pemerataan 
kekayaan yang belum berhasil diterapkan, pemberian ganti rugi tidak 
memadai, pada orang-orang yang tanahnya diambil pemerintah kurangnya 
fasilitas pendidikan,dan lain-lain. 
b. Kondisi yang ditimbulkan oleh urbanisasi dan industrialasai. Indonesia 
sebagai suatu Negara berkembang sebenarnya menghadapi suatu 
dilemma. Pada satu pihak merupakan suatu keharusan untuk 
melaksanakan pembangunan,dan pada pihak lain pengakuan yang 
bertambah kuat, bahwa harga diri pembangunan itu ,adalah peningkatan 
yang menyolok dari kejahatan. Luasnya problema yang timbul karena 
banyaknya perpindahan, dan peningkatan fasilitas kehidupan,bisanya 
,biasanya dinyatakan sebagai “urbanisasi yang berlebihan” 
(overurbanization) dari suatu Negara. Keadaan-keadaan tersebut 
menimbulkan peningkatan kejahatan yang tambah lama tambah kejam 
diluar kemanusiaan. 
c. Kondisi lingkungan yang memudahkan orang melakukan kejahatan. 
Contoh-ciontoh adalah memamerkan barang-barang dengan menggiurkan 
di supermarket,mobil dan rumah yang tidak terkunci ,took-toko yang tidak 
dijaga, dan kurangnya pengawasan atas senjata api dan senjata-senjata lain 
yang berbahaya. Tidak diragukan bahwa banyak calon-calon penjahat 
yang ingin melakukannya jika melakukannya jika pelaksanannya secara 
fisik dibuat sulit  
Selain itu,perlu dilakukan perubahan dalam pengumpulan dan / atau perhitungan 
data pada kejahatan sehingga dapat mempengaruhi persepsi publik tentang luasnya 
masalah "kejahatan yang diberikan". Semua penyesuaian tersebut untuk statistik 
kejahatan, bersekutu dengan pengalaman orang dalam kehidupan sehari-hari mereka, 
membentuk sikap pada sejauh mana negara harus menggunakan hukum atau rekayasa 
sosial untuk menegakkan atau mendorong norma sosial tertentu. Perilaku dapat 
dikendalikan dan dipengaruhi dalam banyak cara tanpa harus mengubah ke sistem pada 
peradilan pidana.  
Bahkan, dalam kasus-kasus di mana tidak ada konsensus yang jelas ada pada 
norma tertentu, penyusunan hukum pidana oleh kelompok orang yang berkuasa untuk 
melarang perilaku kelompok lain mungkin tampaknya oleh beberapa pengamat 
merupakan suatu pembatasan yang tidak tepat dari kebebasan kelompok kedua dan 
anggota biasa masyarakat yang kurang memiliki rasa hormat pada hukum atau undang-
undang secara umum. 
Legislatif dapat lulus undang-undang yang mendefinisikan kejahatan yang 
melanggar norma-norma sosial. Undang-undang ini bervariasi dari waktu ke waktu dan 
dari tempat ke tempat: Perlu variasi dalam hukum perjudian, misalnya dan larangan atau 
dorongan dari dua aliran. Kejahatan lainnya, disebut sebagai larangan di hampir semua 
masyarakat, (sebagai contoh pembunuhan, pencurian dan pemerkosaan, dan lain-lainya). 
Hukum pidana Amerika dan hukum pidana yang terkait dari negara-negara 
perserikatan tersebut dapat menentukan tindak pidana yang pengadilan sendiri telah 
dikembangkan selama bertahun-tahun, tanpa undang-undang yang sebenarnya: 
pelanggaran hukum umum. Pengadilan menggunakan konsep  untuk mengembangkan 
berbagai pelanggaran hukum umum.
13
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Olehnya itu dalam hal ini, selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan 
oleh seorang hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa. Sebab ini merupakan asas 
dasar sebuah negara hukum: seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya 
terbukti. Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus 
menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana.
14
 
Adapun jenis-jenis kriminalitas oleh Cavan dibagi 9 jenis, yaitu: 
1. The Casual Offender 
2. the Occasional Kriminals 
3. the Episodic Kriminal 
4. The White Collar Kriminal 
5. The Habitual Kriminal 
6. The Proffesional Kriminal 
7. Organized Crime 
8. The mentally Abnormal kriminal 
9. The nonmalicious Kriminal15 
Artinya: 
 
1. Pelanggaran – pelanggaran ringan. 
2. Kejahatan – kejahatan ringan. 
3. Kejahatan yang disebabkan oleh dorongan emosi. 
4. Kejahatan yang dilakukan oleh orang – orang yang berstatus sosial tinggi dan 
perbuatannya terselubung dalam jabatannya. 
5. Penjahat yang mengulang – ngulang perbuatan jahatnya. 
6. Penjahat yang melakukan kejahatannya sebagai suatu nafkah. 
7. Kejahatan – kejahatan yang diorganisir  
8. penjahat-penjahat yang melakukan peerperbuatannya karena ketidaknormalan 
(psychopatis dan psychotis). 
9. Penjahat yang melakukan perbuatan yang menurut kesadaran dan atau kepercayaan 
bukan merupakan kejahatan bahkan menganggapnya suci. 
Sedangkan W. A. Bonger secara sederhana namun lebih bersifat umum dan 
universal, membagi kejahatan dalam 4 jenis, yaitu : 
1. Kejahatan ekonomi 
2. Kejahatan kekerasan 
                                                 
14
 Ibid, rahmat 
15
 Ibid Rahmat 
3. Kejahatan Seks 
4. Kejahatan Politik16 
Pembagian tersebut didasarkan pada motivasi dilakukannya kejahatan tersebut 
yang berhubungan dengan factor-faktor ekonomi yaitu dorongan untuk melakukan 
kekerasan dan siksaan, dorongan seksual dan motif -motif politis lainnya. 
Penjabaran di atas, merupakan penjabaran dalam konteks yang lebih universal. 
Dalam konteks ke-Indonesia-an jenis-jenis itu dapat dibedakan menjadi beberapa 
kategori, data-data kepolisian menunjukkan terjadinya kejahatan sebagai berikut:. 
a. Pencurian dengan kekerasan terjadi pada setiap 4,5 menit 
b. Penganiayaan berat terjadi pada setiap 31 menit 
c. Pemerasan terjadi pada setiap 3 jam 
d. Pemerkosaan terjadi pada setiap 3,5 jam. 
e. Penculikan terjadi pada setiap 4,5 jam. 
f. Pembunuhan terjadi pada setiap 4,5 jam.17 
Demikian kenyataan gambaran kejahatan yang melanda masyarakat Indonesia 
dengan berbagai jenis dan bentuknya dan boleh dikatakan telah menjadi penyakit yang 
perlu mendapat perawatan sesegera mungkin, yang menantang para pemimpin, ahli-ahli 
hukum, para psikolog, pemerintah dan lain-lainnya, terutama para orang-orang tua untuk 
mencegah daya jelajah kejahatan tersebut, agar jangan sampai menular pada generasi 
penerus bangsa yaitu anak-anak Indonesia. 
F. Subjek Kriminal 
Dalam membahas tentang subjek kriminal/kejahatan ini, terlebih dahulu penulis 
akan menjelaskan hubungan realistik antara informal dan sanksi membuktikan tidak 
cukup untuk membangun dan memelihara tatanan sosial yang diinginkan, maka, 
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pemerintah atau negara yang berdaulat dapat memaksakan sistem untuk lebih formal atau 
lebih ketat dari kontrol sosial biasa. Dengan mesin kelembagaan dan hukum yang mereka 
miliki, agen negara dapat memaksa masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kode 
etik, dan dapat memilih untuk menghukum atau untuk mencoba untuk mereformasi 
orang-orang yang tidak sesuai.  
Pihak berwenang menggunakan berbagai mekanisme untuk mengatur (mendorong 
atau mengecilkan hati) perilaku tertentu dari masyarakat secara umum. Pemerintahan 
atau badan penyelenggara mungkin, misalnya mengodifikasikan aturan dalam undang-
undang. Warga negara, polisi dan peninjau untuk memastikan bahwa mereka sesuai 
dengan hukum, dan melaksanakan kebijakan dan praktek kebijakan hukum yang lainnya. 
legislator atau administrator telah ditentukan dengan tujuan untuk menghambat atau 
mencegah kejahatan. Selain itu, pemerintah menyediakan peraturan dan sanksi, dan 
secara kolektif, ini merupakan sistem pemidanaan. Sanksi hukum sangat bervariasi dalam 
tingkat keparahannya, mereka dapat dimasukkan ke dalam penjara karakter untuk 
sementara dengan tujuan untuk mengubah sikap narapidana. Beberapa yurisdiksi pidana 
memiliki aturan tertulis untuk menjatuhkan hukuman yang keras tetap: mutilasi hukum, 
hukuman mati atau hidup tanpa pembebasan bersyarat.  
Sosiolog Richard Quinney telah menulis tentang hubungan antara masyarakat dan 
kejahatan.
18
 Ketika Quinney menyatakan "kejahatan adalah fenomena sosial", ia 
memandang baik bagaimana individu memahami kejahatan dan bagaimana populasi 
melihatnya, berdasarkan norma-norma kemasyarakatan. 
Label dari "kejahatan" dan stigma sosial atas biasanya membatasi ruang lingkup 
kegiatan mereka. Mereka dilihat sebagai orang yang membahayakan masyarakat umum 
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atau kepada negara, termasuk menyebabkan kerugian yang serius atau kerusakan pada 
individu. Mereka yang menerapkan label dari "kejahatan" atau "kriminal" bermaksud 
untuk menegaskan hegemoni populasi dominan, atau untuk mencerminkan sebuah 
konsensus penghukuman bagi perilaku diidentifikasi dan untuk membenarkan setiap 
hukuman yang ditetapkan oleh negara (dalam hal pengolahan standar dan hukuman orang 
yang dituduh melakukan kejahatan). Seringkali orang mengalami perpetrates kejahatan 
(terjebak dalam kejahatan), tetapi orang hukum juga dapat melakukan kejahatan. 
Jadi, secara umum subjek kriminal merupakan kelompok atau individu 
masyarakat yang mencoba untuk melintasi demarkasi hukum dengan berbagai batasan-
batasannya. Namun, dalam hal ini terdapat pula individu atau kelompok masyarakat yang 
juga melakukan pelintasan batas-batas aturan hukum namun tidak dapat dikenai objek 
pemidanaan. Dalam hal ini, Hamzah membagi beberapa kelompok yang tidak dapat 
dianggap sebagai subjek hukum yakni: 1). Tindakan tersebut tidak dapat dipertanggung-
jawabkan, 2). Tindakan tersebut dilakukan dalam kondisi terpaksa, 3). Menjalankan 
perintah undang-undang, 4). Menjalankan tugas jabatan.
19
 Berikut penjelasannya: 
1. Tindakan tersebut tidak dapat dipertanggung-jawabkan, dalam hal ini, pasal 44 KUHP 
yang menjelaskan tentang ketidak-mampuan mempertanggung-jawabkan. Dalam hal 
ini tidak dapat dipertanggung-jawabkan yang dimaksudkan adalah karena akal 
sehatnya cacat, atau gangguan penyakit psikis yang menghilangkan kesadaran lainnya. 
2. Tindakan tersebut dilakukan dalam kondisi terpaksa, tercantum di dalam pasal 48 
KUHP, di mana dalam kondisi ini, penilaian hanya diserahkan kepada hakim.  
3. Menjalankan ketentuan undang-undang, dalam hal ini pernyataan yang mendekati 
adalah penjabaran pasal 50 KUHP yang menyatakan bahwa: “barang siapa yang 
                                                 
19
 Ibid Rahmat 
melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak 
dipidana”.20 
4. Menjalankan tugas jabatan. Hal ini dijelaskan pada pasal 51 KUHP yang intinya 
membebaskan orang yang bertindak karena perintah dari pidana. 
Dalam hal subjek kejahatan, persoalan yang penting adalah orang/pelaku, sehingga 
pertanyaan tentang orang yang bagaimana yang dimaksudkan sebagai seorang penjahat, tidak 
dapat dihindari. Di dalam pikiran umum,perkataan “penjahat” berarti mereka yang dimusuhi 
masyarakat. Di dalam arti inilah penjahat didefenisikan sebagai sampah masyarakat. 
Berdasarkan tradisi hukum (peradilan) yang demokratis bahkan seorang yang 
mengaku telah melakukan suatu kejahatan ataupun tidak dipandang sebagai seorang penjahat 
sampai kejahatannya dibuktikan menurut proses peradilan yang telah ditetapkan. Maka 
sesuai dengan itu, seorang penjaga penjara tidak akan dapat dibenarkan menurut hukum 
kalau menerima sesorang yang tidak pernah resmi dinyatakan bersalah dan dihukum,dan para 
pejabat Negara tidak akan dapat secara benar-benar menghilangkan hak-hak sipil kepada 
orang-orang yang tidak pernah dinyatakan bersalah mengenai suatu kejahatan. Begitu pula 
halnya,para ahli kriminologi tidak dapat secara benar-benar dapat dipertanggung jawabkan 
menetapkan sebagai penjahat kepada orang-orang yang bertingkah laku secara anti-sosial, 
tetapi tidak melanggar suatu undang-undang pidana
21
.  
Di Indonesia secara tegas tidak dijumpai orang yang disebut penjahat, dalam proses 
peradilan pidana, kita hanya mengenal secara resmi istilah-istilah : tersangka, tertuduh, 
                                                 
20
 Andi Hamzah, Asas-asa hokum pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008. h. 139 
21
 Ibid, h. 174 
terdakwa dan terhukum atau terpidana. Sedangkan kata-kata seperti penjahat,bandit,bajingan 
hanya dalam kata sehari-hari yang tidak mendasar pada ketentuan hukum. 
Adapun tipe subjek kriminal/ penjahat, menurut penggolongan para ahlinya secara 
umum adalah sebagai berikut ; 
a. Penjahat dari kecendrungan(bukan karena bakat). 
b. Penjahat karena kelemahan(karena kelemahan jiwa sehingga sulit menghindarkan 
diri untuk tidak berbuat). 
c. Penjahat karena hawa nafsu yang berlebihan ; dan putus asa. 
d. penjahat terdorong oleh harga diri atau keyakinan. 
Selain itu, pembagian spesifik yang dikemukakan oleh Seelig adalah sebagai 
berikut: 
a. Penjahat karena segan bekerja. 
b. Penjahat terhadap harta benda karena lemah kekuatan bathin untuk menekan 
godaan. 
c. Penjahat karena nafsu menyarang. 
d. Penjahat karena tidak dapat menahan nafsu seks. 
e. Penjahat karena mengalami krisis kehidupan 
f. enjahat terdorong oleh pikirannya yang masih primitive. 
g. Penjahat terdorong oleh keyakinannya. 
h. Penjahat karena kurang disiplin kemasyarakatan. 
i. Penjahat campuran ( gabungan dari sifat-sifat yang terdapat pada butir 1 s/d 8 )22 
Adapun pembagian menurut Capelli yang mengklasifikasi berdasarkan karakter 
psikologisnya adalah: 
1. Kejahtan karena factor-faktor psikopathologis, yang pelakunya terdiri dari 
a) Orang-orang yang sakit jiwa. 
b) Orang-orang yang berjiwa abnormal (sekalipun tidak sakit jiwa). 
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2. Kejahatan karena factor-faktor cacad atau kemunduran kekuatan jiwa dan 
raganya,yang dilakukan oleh : 
a) Orang-orang yang menderita cacad setelah usia lanjut. 
b) Orang-orang menderita cacad badaniah atau rohaniah sejak masa kanak-kanak ; 
sehingga sukar menyesuaikan diri di tengah masyarakatnya. 
3. Kejahatan karena factor-faktor sosial yang pelakunya terdiri dari : 
a) Penjahat kebiasaan. 
b) Penjahat kesempatan,karena menderita kesulitan ekonomi atau kesulitan fisik. 
c) Penjahat yang karena pertama kali pernah berbuat kejahatan kecil yang sifatnya 
kebetulan dan kemudian berkembang melakukan kejahatan yang lebih besar dan 
lebih sering. 
d) Orang-orang yang turut serta pada kejahatan kelompok seperti, pencurian-
pencurian di pabrik dan lain sebagainya.
23
 
Bila kita perhatikan kategori jenis-jenis pelanggar hukum atau disebut dalam 
bahasa inggris Kriminal , yang sementara kita alih bahaskan dengan penjahat maka terdapat 
diantarnya penjahat yang dalam melakukan kejahatannya dengan: 
a) Kesadaran yang memang sudah merupakan pekerjaannya (professional kriminal). 
Yang dapat dilakukan oleh perorangan seperti penjahat-penjahat bayaran, yang 
diupah untuk menganiaya atau bahkan membunuh. Atau dilakukan secara 
kelompok dan teratur seperti dalam bentuk kejahatan yang diorganisir (beda 
misalnya Donald R Cressey “Kriminal Organization”,Heiniman Educational 
Books,London,1972) 
b) Kesadaran bahwa tindakan tersebut harus dilakukan sekalipun merupakan 
pelanggaran hukum ; yaitu penjahat yang melakukan kejahatan dengan ditimbang-
timbang atau dengan persiapan terlebih dahulu. 
c) Kesadaran bahwa pelaku tidak diberi kesempatan oleh masyarakat atau pekerjaan 
dalam masyarakat tak bisa memberi hidup, sehingga memilih menjadi residivis. 
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D. Pengertian Pencurian 
Pencurian merupakan pengembangan dari kata dasar curi yang berarti mengambil 
milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah
24
. Orang yang melakukan tindakan tersebut 
disebut sebagai pencuri dan cara yang dilakukan untuk mencuri dikenal dengan pencurian
25
. 
Jadi, dalam hal ini pembahasan tentang pencurian adalah pembahasan yang mengulas 
tentang hukuman terhadap cara yang dilakukan untuk mencuri. 
Sedangkan Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan 
teknik untuk pergerakkannya, dan digunakan untuk transportasi darat.
26
 Umumnya 
kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun mesin listrik dan mesin 
lainnya juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan 
diatas jalanan. 
Berdasarkan UU No. 14 tahun 1992 yang dimaksud dengan peralatan teknik dapat 
berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk merubah suatu sumber daya 
energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pengertian 
kata berada dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya. 
Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta 
tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya. 
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Sebuah sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang ditenagai oleh sebuah 
mesin
27
. Rodanya sebaris dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap tidak terbalik dan 
stabil disebabkan oleh gaya giroskopik; pada kecepatan rendah pengaturan berkelanjutan 
setangnya oleh pengendara memberikan kestabilan. 
Penggunaan motor di Indonesia sangat populer karena harganya yang relatip murah, 
penggunaan bahan bakarnya rendah serta biaya operasionalnya juga sangat rendah. Pada 
periode lebaran sepeda motor digunakan mudik untuk perjalanan jarak jauh, dari Jakarta 
sampai ke Jawa Timur, Lampung. 
Jadi, dalam pembahasan ini, pengertian tentang pencurian sepeda motor  diartikan 
sebagai teknik atau cara yang dilakukan untuk mengambil tanpa seizin pemiliknya atau tidak 
sah suatu kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh mesin. Proses atau cara yang 
dilakukan merupakan hal yang sangat bervariasi. Olehnya itu, hukuman yang dapat 
diberikan terhadap pencurian tersebut sangat tergantung pada interpretasi hakim melihat cara 
yang dilakukan oleh orang yang mengambil kendaraan tersebut. 
E. Proses Hukum Bagi Tindakan Pencurian 
Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan 
dan kelembagaan dalam negara. Sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar 
masyarakat dan terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Dalam konteks tersebut proses 
hukum merupakan kemestian agar dapat menjaga tatanan perilaku individu, masyarakat dan 
tata-cara melaksanakan kewenangan pelaksanaan kenegaraan.  
Dalam berbagai pandangan tentang sejarah hokum didapati bahwa proses hokum 
merupakan keharusan bagi pelaku kejahatan. Sejarah hukum dalam hal ini erat terkait 
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dengan perkembangan peradaban dan ditempatkan dalam konteks yang lebih luas dari 
sejarah sosial. Di antara sejumlah ahli hukum dan pakar sejarah tentang proses hukum, 
sejarah hukum dipandang sebagai catatan mengenai evolusi hukum dan penjelasan teknis 
tentang bagaimana hukum-hukum ini berkembang dengan pandangan tentang pemahaman 
yang lebih baik mengenai asal-usul dari berbagai konsep hukum. Sebagian orang 
menganggapnya sebagai bagian dari sejarah intelektual. Para sejarawan abad ke-20 telah 
memandang sejarah hukum dalam cara yang lebih kontekstual, lebih sejalan dengan 
pemikiran para sejarawan sosial. Mereka meninjau lembaga-lembaga hukum sebagai sistem 
aturan, pelaku dan lambang yang kompleks, dan melihat unsur-unsur ini berinteraksi dengan 
masyarakat untuk mengubah, mengadaptasi, menolak atau memperkenalkan aspek-aspek 
tertentu dari masyarakat sipil. Para sejarawan hukum seperti itu cenderung menganalisis 
sejarah kasus dari parameter penelitian ilmu sosial, dengan menggunakan metode-metode 
statistik, menganalisis perbedaan kelas antara pihak-pihak yang mengadukan kasusnya, 
mereka yang mengajukan permohonan, dan para pelaku lainnya dalam berbagai proses 
hukum. Dengan menganalisis hasil-hasil kasus, biaya transaksi, jumlah kasus-kasus yang 
diselesaikan, mereka telah memulai analisis terhadap lembaga-lembaga hukum, praktik-
praktik, prosedur dan amaran-amarannya yang memberikan kita gambaran yang lebih 
kompleks tentang hukum dan masyarakat daripada yang dapat dicapai oleh studi tentang 
yurisprudensi, hukum dan aturan sipil. 
Sehubungan dengan persoalan pencurian terlebih dahulu penulis akan menjabarkan 
persoalan tersebut dengan menarik persoalan ke arah hukum Islam sebagai sebuah tatanan 
pemidanaan yang paling efektif. Dalam konsensus ini, Sabri mengungkapkan bahwa: 
penegakan sanksi pidana adalah ibadah seperti jihad di jalan Allah, menegakkan sanksi 
pidana merupakan rahmat Allah bagi hamba-Nya.
28
 Lebih lanjut diungkapkannya bahwa 
tujuan sanksi pidana adalah untuk memberi rahmat bagi makhluk dan mencegah manusia 
melakukan perbuatan mungkar, untuk menghilangkan dendam dan mencegah seseorang 
untuk lebih berkuasa dari yang lain.
29
 
Mengingat urgensi penegakan sanksi pidana tersebut, maka penerapan konsep 
pidana yang idealpun mesti dilakukan. Konsep pemidanaan seharusnya merupakan 
penghinaan bagi pelanggar hukum di dunia dan akhirat, berikut ini kutipan QS al-Ma’idah 
(5): 33 yang berbunyi: 




…….yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di 




Adapun hubungannya dengan pencurian, dalam Islam telah jelas dalam QS Al-
Maa-idah (5):38, bahwa: 




Lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya...
33
 
Hukuman potong tangan bagi pencuri dilaksanakan untuk menuntut keadilan kedua 
belah pihak yaitu pencuri dan harta orang yang dicuri. Memang nampak seolah-olah 
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menzalim pencuri, namun, pelaksanaan hukuman potong tangan untuk memberikan 
peringatan kepada pencuri supaya tidak mengulangi atau menakutkan orang lain yang mau 
mencuri. Sungguhpun demikian seringkali timbul masalah kerana pelaksanaan undang-
undang tersebut tidak berlaku keadilan. Sebelum perlaksanaan hukuman potong tangan 
maka harus dibuktikan dengan sahih dengan bukti-bukti yang sah. 
Sungguhpun demikian pelaksanaan hukum tersebut harus adil dan tidak menzalimi 
pencuri tersebut lebih-lebih membuat malu pencuri. Dalam perlaksanaan hukum pun 
dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi pelaksanaan supaya tidak sampai 
menzalimi pencuri tersebut seperti mempastikan agar pisau benar-benar tajam sehingga 
tidak begitu menyiksa. Ini diperingatkan oleh Rasulullah dalam pesannya : 
Abu Hurairah berkata : Dibawa kepada Muhammad seorang yang minum arak, 
Muhammad perintahkan untuk memukul, maka di antara kami ada yang 
memukulnya dengan tangan, selipar dan kainnya. Selepas itu seseorang 
berkata “Allah telah menghinanya” maka Muhammad berkata : “Jangan kamu 
menjadi perusak saudaramu (menjadi pembantu syaitan)” iaitu dengan 
menghinanya sehingga syaitan akan lebih senang untuk menghancurkan orang 
tersebut (dilaporkan oleh Bukhari).
34
 
Dalam hadits tersebut jelas bahwa hukuman pidana dilancarkan hanya untuk 
menjadikannya sebagai pegangan dan menjadi sugesti agar pelanggaran pidana terkurangi 
secara efektif dan bukan dengan maksud menyakiti pelakunya. Jadi, selayaknya dalam 
menghukum pelaku tindak pidana pencurian secara efektif, syari’at Islam merupakan 
rujukan utama. 
F. Pencurian Dalam Pandangan Hukum Pidana  
Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan 
berakibat diterapkannya hukuman bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi 
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unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Seperti perbuatan 
yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, 
Undang-Undang HAM dan sebagainya. Dalam hukum pidana dikenal 2 jenis perbuatan 
yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan 
dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa 
keadilan masyarakat, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya. 
sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang, seperti 
tidak pakai helem, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendaraan, dan 
sebagainya. 
Hukum pidana dalam islam di namakan qisas yaitu nyawa di balas dengan nyawa, 
tangan dengan tangan, tetapi di dalam islam ketika ada orang yang membunuh tidak 
langsung di bunuh harus ada proses pemeriksaan apakah yang membunuh itu sengaja atau 
tidak di sengaja, jika sengaja jelas hukumannya adalah dibunuh jika tidak di sengaja wajib 
membayar di dalam islam wajib memerdekakan budak yang selamat, jika tidak ada 
membayar dengan 100 onta,
35
 jika mendapat pengampunan dari si keluarga korban maka 
bisa tidak terkena hukuman 
Kaitannya dengan kasus pencurian, hukuman yang layak diberikan sesuai dengan 
konteks ke_indonesia-an, maka, dapat dilihat bahwa Indonesia adalah negara yang menganut 
sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama yaitu sistem hukum Eropa 
Kontinental. Selain sistem hukum Eropa Kontinental, di Indonesia juga berlaku sistem 
hukum adat dan sistem hukum agama, khususnya hukum (syariah) Islam. Hukum adalah 
peraturan atas kaidah tingkah laku manusia. Hukum  diadakan oleh lembaga yang 
berwenang membuatnya. Hukum acara pidana adalah ketentuan hukum yang mengatur 
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dengan cara bagaimana tertib hukum pidana dapat ditegakkan deandainya terjadi 
pelanggaran dan cara bagaimana negara harus menunaikan hak pidana / hak menghukumnya 
kepada sipelanggar hukum seandainya terjadi pelanggaran Hukum pidana adalah hukum 
yang mengatur perbuatan apa yang melanggarnya serta mengatur cara mengajukan perkara 
kemuka pengadilan. Bedasarkan aturannya, hukum pidana dibedakan menjadi : 1) Hukum 
pidana formal adalah ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum 
pidana dapat ditegakkan / dilaksanakan. 2) Hukum pidana material adalah hukum yang 
mengatur hal ikhwal yang dilarang / diharuskan orang yang dapat dipidana dan dipidana 
yang dapat dijatuhkan. Bedasarkan atas pelanggarannya, hukum pidana dibedakan menjadi: 
1. Hukum pidana objektif adalah semua larangan / perintah yang mengakibatkan 
dijatuhkannya suatu siksaan sebagai hukuman oleh negara kepada siapa saja yang 
melanggarnya. 2. Hukum pidana subyektif adalah hak negara untuk menghukum orang yang 










 ANALISIS PENANGGULANGAN PENCURIAN RODA DUA DI KOTA MAKASSAR 
 D. Pencurian Sebagai Bentuk Tindakan Pidana Di Kota Makassar 
Dalam melihat persoalan pencurian dalam konteks Kota Makassar, pemidanaan 
terhadap pelaku pencurian telah dilakukan oleh aparat. Berikut ini bentuk pertanyaan yang 
penulis ajukan untuk mengetahui persoalan ini lebih lanjut, yaitu: 
1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang adanya pencurian kendaraan bermotor dalam 
lingkup Kota makassar? 
a. Tahu Banyak 
b. Tahu 
c. Sedikit Tahu 
d. Tidak Tahu 
Dari pertanyaan di atas, jawaban yang dikemukakan bervariasi. Sebanyak 10 % 
responden mengemukakan jawaban a, 50 % responden mengemukakan jawaban b, 40 % 
responden dengan jawaban c dan tidak ada responden dengan opsi d.  Dari jawaban yang 
dikemukakan oleh responden terlihat mereka mengetahui kasus pencurian kendaraan 
bermotor dalam lingkup Kota Makassar. 
2. Apakah pelaku curanmor yang Bapak/Ibu ketahui semuanya telah ditangkap? 
a. Semuanya telah ditangkap 
b. Sebagian telah ditangkap, sebagiannya lagi telah diketahui identitasnya 
c. Sebagian telah ditangkap, sebagiannya lagi masih diselidiki identitasnya 
d. Belum sama sekali 
Dari jawaban yang dikemukakan oleh responden, sebanyak 30 % jawaban dengan 
opsi b, dan 70 % jawaban dengan opsi c dan 0 % yang memilih opsi a dan d.  Artinya,  
total responden mengakui bahwa penangkapan terhadap pelaku baru sebagian yang 
dilaksanakan. 
3. Apakah proses hukum terhadap pelaku curanmor yang ditangkap telah dilakukan? 
a. Ya 
b. Sebagian telah dilakukan, sebagiannya lagi masih dalam proses pemeriksaan 
c. Sebagian telah dilakukan, sebagiannya lagi telah diselesaikan 
d. Sebagian telah dilakukan, sebagiannya lagi telah dilimpahkan ke kejaksaan 
Jawaban responden terhadap pertanyaan ini juga bervariasi, dari keseluruhan 
responden, 50 % menjawab dengan opsi a, 40 % menjawab dengan opsi b, 0 % yang 
menjawab dengan opsi c, dan 10 % yang menjawab dengan opsi d, jadi pelaksanaan 
hukuman terhadap pelaku telah dalam proses pemeriksaan. 
4. Bagaimana persentase penyelesaian hukum terhadap pelaku yang telah diproses secara 
hukum? 
a. 100 % telah diselesaikan 
b. 99 % - 75 % telah diselesaikan 
c. 74 % - 53 % telah diselesaikan 
d. Penyelesaiannya baru dibawah 50 % 
Dari jawaban yang diberikan oleh responden, 20 % menjawab dengan opsi a, 30 % 
menjawab dengan opsi b, 10 menjawab dengan opsi c, dan 40 % menjawab dengan opsi d. 
Dalam hal ini pengakuan jujur tentang penyelesaian kasus pencurian kendaraan sangat 
diakui oleh aparat dengan terlihatnya dari jawaban responden tentang adanya di bawah  50 
% kasus yang baru dapat diselesaikan 
5. Apakah efek yang Bapak/Ibu saksikan dari para pelaku curanmor yang telah diproses? 
a. Menghentikan kasus curanmor 
b. Memutuskan jaringan pelaku curanmor 
c. Mengurangi pelaku curanmor 
d. Tidak berefek sama sekali 
Dari jawaban yang dikemukakan oleh responden, terdapat 10 % menjawab dengan 
jawaban a, 30% dengan jawaban b, 50% dengan jawaban c dan 10 % dengan jawaban d. 
variasi jawaban yang diberikan oleh responden yang bekerja sebagai aparat keamanan 
menunjukkan tidak adanya keseragaman tujuan yang hendak dicapai dari penyelesaian 
kasus pencurian kendaraan bermotor. 
Akumulasi dari jawaban seluruh responden terhadap seluruh pertanyaan pada 
session dapat memberikan kesimpulan tentang pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku. 
Sehingga berjalannya hokum dan aturan telah dapat dilihat dalam konteks Kota Makassar. 
E. Bentuk-Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Di Kota Makassar 
Dalam membahas persoalan bentuk penanggulangan tindak pidana pencurian di 
Kota Makassar, penulis telah melakukan penelitian dengan mengajukan beberapa 
pertanyaan yang terkait kepada beberapa responden. Berikut ini pertanyaan yang penulis 
ajukan. 





Dari jawaban responden terhadap pertanyaan tersebut, sebanyak 90% responden 
menjawab dengan jawaban a, 0% dengan jawaban b, dan 10 % dengan jawaban c. Artinya, 
jawaban yang dikemukakan merupakan akumulasi dari pengamatan terhadap penanganan 
kasus pencurian kendaraan bermotor. Dari jawaban yang hamper keseluruhan tersbeut 
menunjukkan secara umum telah dilakukan tindakan antisipasi terhadap pelaku curanmor. 
2. Apakah jenis tindakan antisipasi yang sering dilakukan? 
a. Persuasif 
b. Refresif 
c. Lain-lain, sebutkan.................... 
Jawaban yang dikemukakan dalam hal ini bervariasi, sebanyak 70 % dengan 
jawaban a, 10 % memilih opsi b, dan 20 % dengan opsi c dan jawaban atas opsi c adalah 
sebagai berikut: menghimbau masyarakat untuk menyimpan kendaraannya pada tempat 
yang aman (Yulianus), dan melakukan razia di tempat yang rawan (Firman AR). Jadi, 
secara umum tindakan persuasive banyak dilakukan dalam mengantisipasi kejadian 
pencurian. 
3. Apakah jenis tindakan itu telah menekan angka curanmor? 
a. Ya 
b. Masih dalam pengamatan 
c. Tidak  
Dari pertanyaan ini, jawaban yang diberikan oleh responden adalah 70% dengan 
opsi a dan 30 % dengan opsi b, opsi c adalah 0 %. Jadi secara umum tindakan 
penanggulangan yang dilakukan diakui telah menekan angka pencurian kendaraan 
bermotor. 
 
4. Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah seharusnya tindakan masyarakat dalam mengantisipasi 
tindakan curanmor? 
 
Dari jawaban yang diberikan responden sangat bervarisi. Yaitu: 
- Untuk antisipasi curanmor, masyarakat hendaklah menyimpan kendaraannya pada tempat 
yang aman, gunakan kunci pengaman dan pada saat diparkir agar dikunci leher (Yulianus 
P) 
- Menyimpan kendaraan pada tempat yang aman dan dalam keadaan terkunci stang (setir) 
atau kalau perlu ditambah kunci pengamanan yang lain (Firman AR) 
- Selain mawas diri, hendaknya ranmor yang mau diparkir diperhatikan betul tempat dan 
pengamanannya, seperti kunci leher dan kunci pengaman lain yang ada demi keamanan 
kendaraan bermotor (Anwar) 
- 1. Memarkir kendaraan pada tempat yang telah ditentukan, 2. Memastikan kendaraan 
dalam keadaaan terkunci, 3. Sebelum meninggalkan kendaraan agar dikontrol terlebih 
dahulu.(Idris) 
- Memperhatikan masalah pengamanan kendaraan bermotor antara lain: 1. Menggunakan 
kunci kendaraan ganda, 2. Tidak memarkir kendaraan disembarang tempat.(Alamsyah, 
S.H) 
- Agar setiap orang yang memiliki ranmor untuk senantiasa memarkir kendaraannya di 
tempat yang ramai, mudah terlihat dan ditambahkan kunci ganda(ade sanjaya) 
- Sebaiknya masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor tetap hati-hati, sebelum 
kendaraan tersebut disimpan, perhatikan apakah kuncinya sudah aman betul seperti key 
neck apakah sudah terpasang betul atau tidak. Sebaiknya kendaraan masyarakat 
dilengkapi dengan roda dan dilengkapi dengan alarm untuk lebih aman dari 
pencurian.(ilhamsyah) 
- Agar berhati-hati jika memarkir kendaraannya utamanya harus dikunci leher, apalagi 
ditempat keramaian seperti di Mall, pasar-pasar, swalayan dan pasar trdisional. Harus 
diberikan kunci pengaman pada kendaraan roda dua. (Leily Azis Hamrat) 
- 1. Memperhatikan himbauan dari aparat kepolisian, 2. Memperhatikan keamanan 
kendaraan sendiri, 3. Memperhatikan tempat parker.(Dra. Indo Sakka) 
- A. dalam mearkir kendaraan, agar menggunakan alat khusus, B. memarkir motor agar 
memperhatikan situasi dan kondisi keamanan, C. menitipkan kendaraan yang memiliki 
tukang parker resmi.(Rasdiyanah Rosi) 
Akumulasi jawaban yang diberikan di atas merupakan himbauan aparat dalam 
mengamankan kendaraan roda dua yang mesti diperhatikan oleh masyarakat. 
F. Bentuk-Bentuk Hukuman Tindak Pidana Pencurian Di Kota Makassar 
Dalam hal bentuk hukuman yang diberikan, penulis telah melakukan serangkaian 
wawancara dengan pihak kepolisian Polresta Makassar. Dari hasil tersebut penulis 
menemukan bahwa hukuman yang diberikan bervariasi, tergantung model yang digunakan 
oleh para pelaku pencurian dalam menggondol kendaraan yang dicurinya. Dalam 
menjelaskan bentuk hukuman ini, karena banyaknya kasus, maka responden dalam hal ini 
adalah Kanit Lantas Polresta Makassar tidak merinci bentuk hukuman yang diberikan tapi 
proses yang dilakukan telah sampai dibeberapa tahapan bahkan ada yang telah diproses 





Namun, bentuk hukuman secara umum diungkapkan oleh Kapolres adalah dengan 
tindakan tegas dengan menindak pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku.
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 Dari hasil 
penelitian sebelumnya juga penulis menganalisis bahwa sebanyak 70 % responden 
melakukan upaya refresif dalam menanggulangi tindakan ini menunjukkan ketegasan 
aparat dalam menyikapi pencurian kendaraan bermotor. 
Jadi, secara umum tindakan atau hukuman yang diberikan lebih bersifat mencegah 
berbagai tindakan pencurian. Tindakan pencegahan adalah lebih baik daripada tindakan 
represif dan koreksi. Usaha pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang 
rumit dan birokrasi, yang dapat menjurus ke arah birokratisme yang merugikan 
penyalahgunaan kekuasaan/wewenang. Usaha pencegahan adalah lebih ekonomis bila 
dibandingkan usaha represif dan rehabilitasi. Untuk melayani jumlah orang yang lebih 
besar jumlahnya tidak diperlukan banyak dan tenaga seperti pada usaha represif dan 
rehabilitasi menurut perbandingan. Usaha pencegahan juga dapat dilakukan secara 
perorangan / sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha 
represif dan rehabilitasi. Misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban 
kriminalitas, tidak lalai mengunci rumah/kenderaan, memasang lampu di tempat gelap dan 
lain-lain. 
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Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti antara 
lain: stigmatisasi (pemberian cap pada yang dihukum / dibina), pengasingan, penderitaan 
dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, permusuhan/kebencian terhadap satu sama 
lain yang dapat menjurus ke arah residivisme. Viktimisasi structural (penimbulan korban 
struktur tertentu dapat dikurangi dengan adanya usaha pencegahan tsb, misalnya korban 
suatu sistem hukuman, peraturan tertentu sehingga dapat mengalami penderitaan metal 
fisik dan social). 
Selain itu, usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan 
meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan 
demikian, usaha pencegahan dapat membantu orang mengembangkan orang bernegara dan 
bermasyarakat lebih baik lagi. Oleh karena mengamankan dan mengusahakan strabilitas 
dalam masyarakat, yang diperlukan demi pelaksanaan pembangunan nasional untuk 
mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Usaha pencegahan kriminalitas dan 
penyimpangan lain dapat merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik 
dan sosial seseorang. 
Kita mengetahui bahwa pada masa yang silam reaksi hukuman atas kejahatan 
sangat berat tujuannya untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan 
kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan. Hingga kini masih tampak usaha mengurangi 
kejahatan dengan memperberat sanksi-sanksi pidananya sekalipun. Kita tahu bahwa cara-
cara tersebut tidak efisien. Itulah sebabnya Politik Kriminal (cara-cara menanggulangi 
kejahatan) condong ke arah rehabilitasi narapidana dan mencegah kemungkinan timbulnya 
kejahatan dengan usaha pendidikan dan pergaulan tradisional (kekeluargaan) yang bernilai 
dalam hal ini pengetahuan tentang faktor-faktor kriminogen dalam masyarakat yang 
bersangkutan adalah sangat penting karena dengan diketahuinya faktor-faktor yang dapat 
menimbulkan kejahatan, kita akan mempunyai pegangan di dalam politik kriminal 
homogen yang bila kita bentuk akan melindungi masyarakat. Dalam hal ini, dapat 
dilakukan tiga cara : 
- Pemisahan (pengasingan) yang relatif permanen antaa penjahat dan masyarakat harus 
ditiadakan karena pemisahan tersebut hanya akan menimbulkan masyarakat dengan 
pelanggaran saja, tetap tidak memperbaiki narapidana itu sendiri. 
- Politik ini kena dituangkan ke dalam masyarakat tanpa mengalihkan mereka ke dalam 
proporsi luas yang tidak mempunyai kepastian di dalam masyarakat yang terorganisasi 
yang merupakan kebudayaan umum yang anti kriminal. 
- Politik ini akan memberikan batasan kepada individu dan situasi sosial yang sering 
kali timbul. Proteksi terhadap kejahatan perlu diadakan perubahan. 
Hal ini dapat dibuktikan bahwa di dalam masyarakat yang terorganisasi mencela 
kejahatan sama kerasnya dengan mencela hukuman-hukuman berat, dan mempunyai 
pendapat bahwa pengawasan dan pencegahan akan berpengaruh lebih besar terhadap 
kejahatan. 
Dapat dikatakan perilaku kriminal adalah suatu perilaku yang beradaptasi pada 
suatu hasil kondisi lingkungan tertentu. Dengan demikian kita sampai pada perhatian 





BAB V  
PENUTUP 
A.KESIMPULAN 
Sebagai kesimpulan dari pembahasan ini, berikut penulis akan menjawab pertanyaan 
yang diajukan pada rumusan masalah pada bab I sebelumnya, yaitu: 
1. Penyebab terjadinya tindak pidana pncurian kendaraan bermotor  sebagaimana 
yang telah diuraikan adalah karena aspek sosial seperti kecemburuan sosial, 
lingkungan / pergaulan dan pemenuhan kebutuhan hidup 
2. Upaya polisi sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah dengan melakukan 
berbagai upaya refresif, persuasive dan upaya preventif diantaranya dengan 
mengadakan razia dan menghimbau masyarakat agar berhati-hati memarkir 
kendaraannya. 
B.SARAN 
Melihat fenomena di atas, maka, untuk mengurangi pelanggaran kejahatan 
pencurian kendaraan bermotor adalah dengan melakukan upaya pemandirian masyarakat 
agar alasan mencuri adalah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dapat diminimalisir dan 




Apabila saran tersebut dilaksanakan, maka pelaku pencurian kendaraan bermotor 
dapat diminimalisir dan masyarakat tidak perlu resah dengan berbagai kejadian pencurian 
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